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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peraturan Kepala BKN Nomor 6 

Tahun 2016 di Kabupaten Kediri dalam menjawab pembagian pengelolaan dan pendayagunaan 

Penyuluh KB, penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara dengan jumlah tujuh informan Penyuluh KB Kabupaten Kediri. Analisis data 

menggunakan model interaktif empat tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi Peraturan Kepala 

BKN No 06 Tahun 2016 Tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten/ Kota di 

Kabupaten Kediri sudah berjalan cukup baik, meskipun terdapat beberapa faktor penghambat dan 

pendukung, empat faktor penghambat antara lain pola koordinasi dan komunikasi, sumber daya,  

disposisi, dan struktur birokrasi, tiga faktor pendukung antara lain: pola koordinasi dan komunikasi 

dimensi transmisi dan kejelasan, sumberdaya yang terdiri dari sumberdaya anggaran dan peralatan, 

disposisi tupoksi insentifitas. Beberapa hal yang dapat mendorong Implementasi Peraturan Kepala 

BKN No 06 Tahun 2016 Tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten/ Kota di 

Kabupaten Kediri agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, antara lain : membangun 

pembiasaan komunikasi efektif antara pemberi dan penerima informasi, memaksimalkan kualitas 

SDM yang tersisa dengan membekali pengetahuan terkini agar lebih kompeten dibidangnya, 

menyampaikan kebutuhan pegawai dengan latar belakang sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan.. 

 

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil; Kebijakan Publik; Karir Pegawai 

 
Abstract 

This research aims to describe and analyze Head of BKN Regulation Number 6 of 2016 in Kediri 

Regency in answering the division of management and utilization of family planning instructors, 

research using qualitative methods. The data collection technique used interviews with seven Kediri 

Regency Family Planning Extension informants. Data analysis uses a four-stage interactive model, 

namely data collection, data condensation, data presentation, drawing conclusions. The results of 

the research found that the implementation of Head of BKN Regulation No. 06 of 2016 concerning 

the Transfer of Regency/City Civil Servants in Kediri Regency has gone quite well, although there 

are several inhibiting and supporting factors, four inhibiting factors include coordination and 

communication patterns, resources, disposition, and bureaucratic structure, three supporting factors 
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include: coordination and communication patterns, dimensions of transmission and clarity, 

resources consisting of budget resources and equipment, disposition of main duties and incentives. 

Several things that can encourage the implementation of Head of BKN Regulation No. 06 of 2016 

concerning the Transfer of Regency/City Civil Servants in Kediri Regency to make them more 

effective and efficient in achieving goals, include: building habits of effective communication between 

givers and recipients of information, maximizing the quality of human resources what remains is by 

providing the latest knowledge to be more competent in their field, conveying the needs of employees 

with a background in accordance with the position required. 

 
Keywords: Government Employee; Public Policy; Employee Career 

 
PENDAHULUAN 

Implementasi Kebijakan menurut (Adam et al., 2021) Menunjukkan bahwa 

komunikasi dari level manajemen dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi. Adanya 

dukungan regulasi untuk pelaksanaan program. Komitmen pengelola dan pelaksana dalam 

upaya pencapaian target kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh (Adam et al., 2021) dalam 

penelitiannya yang berjudul implementasi kebijakan pengendalian penduduk menjelaskan 

bahwa otonomi daerah program pengendalian penduduk tidak pernah mendapatkan nilai 

memuaskan dan sering mendapatkan rapor merah pada semua indikator capaian 

pengendalian pertumbuhan penduduk. 

Sementara itu, jika ditarik lebih luas lagi Inldonlesia telah melewati beberapa dekade 

sistem pengelolaan pemerinltahanl, sejak awal kemerdekaanl dilanjutkan dengan orde baru 

adalah awal pemerintahan senltralisasi, kemudianl era reformasi sistem pemerintahan berubah 

menljadi desenltralisasi, Unldanlg-Unldanlg NLomor 23 Tahunl 2014 tenltanlg Pemerinltahanl 

Daerah sebagaimanla telah dua kali diubah denlganl Unldanlg Un ldanlg NLomor 9 Tahunl 2015 

(UU Pemda) yanlg cenlderunlg resenltralisasi berlaku hingga saat ini (Hsb, 2019). Bidanlg 

penlyuluhanl Keluarga Berenlcanla (KB) merupakan salah satu program yanlg terdampak dari 

penlgelolaanl pemerinltahanl saat itu. Pergeseran l sistem pemerinltahan l senltralistik menluju ke 

desenltralistik sesuai Unldanlg-Unldanlg NLomor 22 Tahunl 1999 tenltanlg Pemerinltahanl Daerah 

sebagaimanla diubah denlganl Unldanlg-Unldanlg NLomor 32 Tahunl 2003 atau yanlg lebih dikenlal 

denlganl UU Otda merupakan tanda dari perubahan lingkungan strategis nasional l, penlgelolaanl 

danl mekanlisme operasionlal Penlyuluh Keluarga Berenlcanla danl Petugas Lapanlganl Keluarga 

Berenlcanla (Penlyuluh KB) serta kesinlambunlganl Program Kepenldudukan l danl Keluarga 

Berenlcanla (KKB) merupakan bukti dari dampak pergeseran sistem pemerintahan secara 
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lanlgsunlg maupunl tidak lanlgsunlg. 

Selama otonomi daerah program KKB tidak pernah mendapatkan nilai memuaskan 

dan sering mendapatkan rapor merah pada semua inldikator capaian l penlgenldalianl 

pertumbuhanl penlduduk. Terlihat juga pada saat Evaluasi Renlcanla Pembanlgunlanl Janlgka 

Menlenlgah NLasionlal (RPJMNL) 2010- 2014 (Zuhro, 2018). Berkuranlgnlya jumlah Penlyuluh 

KB yanlg sejak dialihkanl menljadi pegawai pemerinltah kabupatenl/kota menljadi faktor utama 

dari tidak tercapainyal inldikator penlgenldalianl pertumbuhanl penlduduk, Pen lyuluh KB dapat 

dipindahkan diluar jabatannya dengan leluasa oleh kepala daerah masing-masing. Apabila 

konldisi tersebut tetap dibiarkanl tanlpa ada upaya penlanlganlanl serius dari pemerinltah, 

dikhawatirkanl eksistenlsi program KKB di Inldonlesia tidak dapat dipertahanlkanl lagi dan l 

semakinl bersumbanlgsih terhadap anlcamanl ledakanl bayi (baby boom) kedua setelah 

sebelumnlya terjadi di tahunl 1950 (Suswandari & Rahman, 2021). 

Dalam meresponl permasalahanl tersebut para eksekutif danl legislatif selaku 

represenltasi nlegara menletapkanl UU NLo.23 tahunl 2014 tenltanlg Pemerinltahan l Daerah sebagai 

tinldaklanljut pembagian ulanlg urusanl pemerinltahanl anltara pemerinltah pusat danl pemerinltah 

daerah dalam bidanlg penlgenldalianl penlduduk danl keluarga berenlcanla. Terdapat dua poin l 

penltinlg dalam pembagian tugas dan fungsi l Penlyuluh KB, pertama funlgsi penlgelolaanl dan l 

penldayagunlaanl Penlyuluh KB semula dijalanlkanl oleh pemerinltah kabupatenl/kota, untuk saat 

ini kewenangan tersebut dibagi menjadi dua dimanla funlgsi penlgelolaanl dijalanlkanl oleh 

BKKBN dan funlgsi pen ldayagunlaanl oleh pemerinltah kabupatenl/ kota; kedua pembagian 

kewenlangan tersebut maka pengalih kelolaan Penyuluh KB dari pemerinltah kabupatenl/kota 

ke BKKBN hanya sebatas penlgalihan SDM ten laga lapanlganlnlya yaitu Pen lyuluh Keluarga 

Berencana saja, semenltara inlstanlsi yanlg sebelumnlya menaungi Penlyuluh Keluarga 

Berencana serta seluruh jajarannya tidak diikutsertakanl. Penlyelenlggaraan l urusanl pemerinltah 

konlkuren selaku pemerintah pusat dijalankan oleh BKKBN, kewenlanlgan yang diberikan 

antara lain menetapkan norma, standar, prosedur serta kriteria yang merupakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan pendayagunaan dan 

pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (Ramadhan & Idami, 2020). Peraturanl Kepala 

Badanl Kepegawaianl NLegara NLomor 6 Tahunl 2016 Tenltanlg Pelaksanlaan l Penlgalihanl Pegawai 

NLegeri Sipil Daerah Kabupatenl/Kota Yanlg Menlduduki Jabatanl Funlgsionlal Penlyuluh 
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Keluarga Berenlcanla danl Petugas Lapanlganl Keluarga Berenlcanla Menljadi Pegawai NLegeri 

Sipil Badanl Kepenldudukanl Danl Keluarga Berenlcanla NLasionlal merupakanl konsekuensi 

konlstitusi tersebut. 

Penelitian inli berargumen bahwa Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2016 

dalam implementasinya perlu dilakukan evaluasi dengan pemerintah daerah sebagai 

representasi perubahan lingkungan dalam  institusi. Relasi dan interaksi kooperatif para 

perumus kebijakan dalam melakukan tindakan kolektif dengan sistem melobi, 

mempengaruhi struktur makro agar dapat berperan sebagai perpanjangan tangan untuk 

kepentingan organisasi bergantung pada kuat lemahnya sebuah kebijakan. Jika 

permasalahan tersebut dilihat dalam kerangka kelembagaannya, bukan semata-mata dalam 

konteks organisasinya akan menjadi suatu hal menarik.  

Menurut (Andriani, 2019) penlyuluh KB merupakan l pegawai yanlg status pen lgelolaan l 

kepegawaianlnlya menlgikuti BKKBN L (pusat) nlamun l penldayagunlaanlnlya diserahkan l kedaerah 

kabupatenl/ kota masin lg masin lg. Setiap Dinlas yan lg menlaunlgi penldayagunlaan l penlyuluh KB 

berbeda-beda, un ltuk di Kabupaten l Kediri Pen lyuluh KB diberdayakan l oleh Dinlas 

Penlgenldalianl Penlduduk, Keluarga Beren lcanla, Pemberdayaan l Perempuan l dan l Perlin ldunlgan l 

Anlak (DP2KBP3A) den lganl jumlah Pen lyuluh KB seban lyak 53 oran lg yan lg tersebar di 26 

Kecamatanl.  

Adapunl 53 Pen lyuluh KB menlurut Status Kepegawaian l Aparatur Sipil N Legara (ASNL) 

terbagi 46 Penlyuluh KB berstatus PNLS danl 7 Penlyuluh KB berstatus PPPK, dari 53 Penlyuluh 

KB masin lg masin lg men lduduki Jabatanl Funlsion lal yan lg terbagi men ljadi beberapa kategori 

yaknli Keahlian l danl Keterampilan l adapunl rinlcianlnlya sebagai berikut 22 Pen lyuluh KB Ahli 

Madya, 16 Pen lyuluh KB Ahli Muda, 10 Pen lyuluh KB Ahli Pertama, dan l 5 Pen lyuluh KB 

Penlyelia. Jika dilakukan l observasi kepegawaianl dari 53 Pen lyuluh KB akanl memasuki Purn la 

Tugas di tahunl 2024 Seban lyak 7 Penlyuluh KB yan lg terdiri dari 5 Penlyuluh KB Ahli Madya 

danl 2 Penlyuluh KB Ahli Muda jika tidak ada pen lambahanl personlil di tahunl 2024 maka pada 

akhir tahunl inli jumlah Pen lyuluh KB di Kabupaten l Kediri tersisa 46 Pen lyuluh KB. Hal 

tersebut memprihatin lkan l menlgin lgat seyogyan lya setiap Pen lyuluh KB membin la 1 Desa. Dari 

observasi data yan lg dilakukan l justru sampai akhir tahun l 2024 nlanltinlya den lganl jumlah 46 

Penlyuluh KB akan l tersebar di 26 Kecamatan l maka ada 6 kecamatan l yanlg han lya dibawahi 
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oleh 1 oranlg Penlyuluh KB. Sedan lgkanl dalam 1 Kecamatan l palinlg sedikit terdiri dari 8 Desa 

yaitu Kecamatan l Badas, Pare dan l Punlcu sedan lgkan l Kecamatanl yan lg memiliki desa palinlg 

banlyak yaitu kecamatan l Purwoasri sebanlyak 23 Desa. 

Oleh karenla itu, pen lelitian l inli bermaksud men lgajukanl pertan lyaan l “Bagaiman la 

dampak jenljan lg karir, alokasi jabatan l danl kesejahteraan l Penlyuluh KB setelah proses alih-

kelola Pen lyuluh KB sebagai Implemenltasi Perka BKNL NLomor 6 Tahun l 2016 tenltanlg 

Pelaksanlaanl Penlgalihan l Pegawai NLegeri Sipil Daerah Kabupaten l/Kota Yan lg Menlduduki 

Jabatanl Funlgsion lal Pen lyuluh Keluarga Beren lcanla dan l Petugas Lapan lganl Keluarga 

Berenlcanla Menljadi Pegawai N Legeri Sipil Badanl Kepenldudukanl Danl Keluarga Beren lcan la 

NLasion lal di Kabupaten l Kediri”.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mempunyai sifat deskriptif serta lebih 

cenderung menggunakan analisis deskriptif. Fokus Penelitian ini adalalah Implementasi 

Kebijakan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2016, dengan menggunakan Teori (EDWARD III, 

1980). Fokus kedua mengetahui faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan 

Perka BKN Nomor 6 Tahun 2016. Menurut (EDWARD III, 1980) ada empat variabel dalam 

kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap 

(dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure). Setelah itu dapat 

dianalisis faktor penghambat dan pendukung Perka BKN NLomor 6 Tahun 2016 untuk 

mendapatkan hasil akhir yaitu mengetahui Kesejahteraan Penyuluh KB Pasca Alih Kelola 

di Kabupaten Kediri. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri selaku 

Instansi Daerah yang memberdayakan Penyuluh KB di Kabupaten Kediri. Penentuan 

Informan didasarkan pada status kepegawaian yang mengalami hambatan, maupun kendala 

lainnya setelah diberlakukannya Perka BKN Nomor 6 Tahun 2016. Sumber Data dalam 

penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara dan observasi dengan 

Penyuluh KB di Kabupaten Kediri. Sumber data sekunder data yang diambil dari dokumen 

kepegawaian, foto-foto, rencana kebijakan, serta sumber lain yang berhubungan dengan 

rumusan masalah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 



 

 

 

        Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.08 No.02 Tahun 2024 
 

Copyright@2024; Jurnal Mediasosian - pISSN: 2579-342X, eISSN: 2620-5149| 208  

 

pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data 

(Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, 2014). Kredibilitas data dengan menggunakan 7 

langkah utama yaitu Sosial context and research question, Literature review, Research 

method and data collection, Data analysis, Draft Reporting, Triangulasi Theory, Reporting 

& Findings (Moleong, 2018). Berikut adalah gambaran penelitian yang dilakukan 
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Gambar 1. Kerangka Alur Penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perka BKNL NLo. 6 Tahunl 2016 merupakan l legalitas yanlg mempunlyai payunlg hukum 

jelas terkait denlganl kepegawaianl Pen lyuluh Keluarga Berenlcanla, karenla sebelumnlya status 

kepegawaianl Penlyuluh KB kuranlg diperhatikanl hal tersebut dibuktikan l di Pemerinltah 

Kabupatenl Kediri khususnlya, pada tahunl 2006 Pegawai Daerah yanlg men lduduki jabatanl 

sebagai Penlyuluh KB harus dilakukanl mutasi diwilayah Kecamatanl setempat sesuai wilayah 

kerja masinlg-masinlg dikarenlakanl BKKBNL di Kabupatenl Kediri dilakukan l peleburanl atau 

biasa disebut BKKBNL buyar pada saat itu. Oleh karenlanlya beberapa dari Pen lyuluh KB harus 

menlerima nlasib yanlg kuranlg berunltunlg daan l status jabatanl funlgsionlalnlya punl harus dicabut. 

Dari beberapa inlformanl ada yanlg lanlgsunlg dilebur atau dimuatsi ke Dinlas Kesehatan l 

tepatnlya di Puskesmas masinlg-masinlg, ada juga yanlg di mutasi ke Kan ltor Kecamatanl 

wilayah kerja saat itu.  

Seirinlg berjalanlnlya waktu diadakanl evaluasi tinlgkat Provinlsi Kabupatenl Kediri 

merupakanl salah satu Kabupatenl yanlg anlgka Kelahiranlnlya cukup tinlggi, danl setelah 

dilakukanl tinljauanl lapanlganl oleh komisi IX DPRD Provinlsi ternlyata SDM (Penlyuluh KB) 

di Kabupatenl Kediri tidak ada karenla sudah dimutasi ke Dinlas Kesehatanl. Beranlgkat dari 

kejadianl tersebut maka pada tahunl 2009 dilakukanl penlataanl Kembali BKKBNL di Kabupatenl 

Kediri harus dibenltuk denlganl menlarik seluruh Penlyuluh KB yanlg semula di Puskesmas 

dikembalikanl lagi beserta jabatanlnlya sebagai jabatanl funlgsionlal. Seluruh penlyuluh KB 

kembali ke BKKBNL Kabupatenl Kediri tahunl 2010. Setelah 6 tahunl menljadi pegawai daerah 

terbitlah Perka BKNL NLo. 6 Tahunl 2016 tenltanlg Pelaksanlaanl Penlgalihanl Pegawai NLegeri 

Sipil Daerah Kabupatenl/Kota Yanlg Menlduduki Jabatanl Fun lgsionlal Pen lyuluh Keluarga 

Berenlcanla Danl Petugas Lapanlganl Keluarga Berenlcanla Menljadi Pegawai NLegeri Sipil Badan l 

Kepenldudukanl Danl Keluarga Berenlcanla NLasionlal. Hal tersebut disambut anltusias 

khususnlya Penlyuluh KB Kabupatenl Kediri yanlg sudah tidak perlu khawatir tenltanlg nlasib 

kepegawaianlnlya karenla sudah ada payunlg hukum yanlg jelas, meskipunl pelaksanlaanl 

penlgalihanl pegawai dilaksanlakanl pada tahunl 2018 serenltak seluruh Inldonlesia. 

Sebuah Implemen ltasi yan lg sedanlg dan l terus berjalan l memanlg membutuhkan l suatu 

strategi danl renlcanla mulai dari pusat sampai ke lin li lapanlganl unltuk men ljadi tin ldakanl 

menlcapai tujuanl suatu organ lisasi (Akib, 2012). Men lgin lgat sebelum diterbitkan lnlya peraturan l 
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Kepala BKNL NLomor 06 Tahun l 2016 cukup ban lyak Pen lyuluh KB yan lg kehilan lganl haknlya, 

baik secara kepegawaian l maupunl jenljanlg karir yan lg belum pasti. 

Dari hasil penlelitianl yanlg telah dilaksanlakanl Implemenltasi Peraturanl Kepala BKNL 

NLomor 6 Tahunl 2016 Tenltanlg Pelaksan laanl Penlgalihanl Pegawai NLegeri Sipil Daerah 

Kabupatenl/Kota yan lg Menlduduki Jabatanl Funlgsionlal Penlyuluh Keluarga Berenlcanla danl 

Petugas Lapanlganl Keluarga Berenlcanla Menljadi Pegawai NLegeri Sipil Badan l Kepenldudukan l 

danl Keluarga NLasionlal di Kabupatenl Kediri telah berjalanl cukup baik. Berikut ini merupakan 

hasil analisis Implementasi Kebijakan Kepala BKNL NLomor 6 Tahunl 2016 Tenltanlg 

Pelaksanlaanl Pen lgalihanl Pegawai NLegeri Sipil Daerah Kabupatenl/Kota. 

A. Komunikasi 

Menurut (Wahab, 2021) Implemen ltasi akanl berjalanl efektif apabila ukuranl-ukuranl 

danl tujuanl-tujuanl kebijakanl dipahami oleh inldividu-inldividu yanlg bertanlggunlgjawab dalam 

penlcapaianl tujuanl kebijakanl. Kejelasanl ukuranl danl tujuanl kebijakanl denlgan l demikianl perlu 

dikomunlikasikanl secara tepat denlganl para pelaksanla. Konlsistenlsi atau keseragamanl dari 

ukuranl dasar danl tujuanl perlu dikomunlikasikanl sehinlgga implemenltors menlgetahui secara 

tepat ukuranl maupun l tujuanl kebijakanl itu. Komunlikasi dalam organlisasi merupakanl suatu 

proses yanlg amat kompleks danl rumit.  

Seseoranlg bisa menlahanlnlya han lya unltuk kepenltinlganl tertenltu, atau 

menlyebarluaskanlnlya. Di sampinlg itu sumber inlformasi yanlg berbeda juga akanl melahirkanl 

inlterpretasi yanlg berbeda pula. Agar implemenltasi berjalanl efektif, siapa yanlg 

bertanlggunlgjawab melaksanlakanl sebuah keputusanl harus menlgetahui apakah mereka dapat 

melakukanlnlya. Sesun lgguhnlya implemenltasi kebijakanl harus diterima oleh semua personlel 

danl harus menlgerti secara jelas dan l akurat menlgen lai maksud danl tujuanl kebijakanl. Jika para 

aktor pembuat kebijakanl telah melihat ketidakjelasanl spesifikasi kebijakanl sebenlarn lya 

mereka tidak menlgerti apa sesunlguhnlya yanlg akanl diarahkanl. Para implemenltor kebijakanl 

binlgunlg denlganl apa yanlg akanl mereka lakukanl sehinlgga jika dipaksakanl tidak akanl 

menldapatkanl hasil yanlg optimal. Tidak cukupn lya komunlikasi kepada para implemenltor 

secara serius mempen lgaruhi implemenltasi kebijakanl  (Purwanto, 2012). 

Dari hasil penelitian menunjukan Pola koordin lasi harus beradaptasi diman la kita yan lg 

selama in li hanlya berkoordin lasi danl komun likasi terkait kepen ltinlganl kita terkait pan lgkat danl 
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jabatanl danl lainl-lain l han lya sebatas di daerah dalam hal in li mun lgkin l OPD dan l BKD 

kemudianl denlganl adan lya pen lerapanl peraturan l inli per 2018 un ltuk urusan l kepegawaianl 

mutlak ada ditan lganl perwakilan l BKKBNL Jawa Timur di Surabaya, secara jarak lebih jauh 

tetapi lebih sin lgkat un ltuk janlgkauanl ke pusatn lya. Secara tidak lan lgsunlg status kepegawaian l 

pusat tetapi pen lgelolaan l danl penldayagunlaanl tetap didaerah  masin lg-masin lg dalam hal in li 

kita tidak bisa memperjuan lgkanl hak-hak kita karen la pasti akan l berben lturanl den lganl 

kepenltinlganl OPD, jadi mau tidak mau ketika ada urusan l tetap tidak bisa melan lgkahi OPD, 

jadi OPD mempun lyai peran l yanlg luar biasa dalam hal in li bahwa OPD tidak han lya 

memanldanlg bahwa segala sesuatu terkait kepen ltinlganl Penlyuluh KB, artin lya kesejahteraanl 

Penlyuluh KB tenltu OPD pun lya kenldali bahwa mereka juga pun lya hak men lahanl atau 

melepas kita sesuai den lganl kepenltinlgan l OPD. 

B. Sumberdaya 

Menurut (Kadji, 2015) Tidak menljadi masalah bagaimanla jelas danl konlsistenl 

implemenltasi program danl bagaimanla akuratnlya komunlikasi dikirim. Jika personlel yanlg 

bertanlggunlgjawab unltuk melaksanlakanl program kekuranlganl sumberdaya dalam melakukan l 

tugasnlya. Komponlenl sumberdaya inli meliputi jumlah staf, keahlianl dari para pelaksanla, 

inlformasi yanlg relevanl danl cukup unltuk menlgimplemenltasikanl kebijakanl danl pemenluhan l 

sumber-sumber terkait dalam pelaksanlaanl program, adanlya kewenlanlganl yanlg men ljaminl 

bahwa program dapat diarahkanl kepada sebagaimanla yamg diharapkan l, serta adanlya 

fasilitas-fasilitas penldukunlg yanlg dapat dipakai unltuk melakukanl kegiatanl program seperti 

danla danl saranla prasaranla. Sumberdaya man lusia yanlg tidak memadahi (jumlah danl 

kemampuanl) berakibat tidak dapat dilaksanlakanlnlya program secara sempurnla karenla 

mereka tidak bisa melakukanl penlgawasanl denlgan l baik.  

Jika jumlah staf pelaksanla kebijakan l terbatas maka hal yanlg harus dilakukan l 

menlinlgkatkanl skill/kemampuanl para pelaksan la unltuk melakukanl program. Unltuk itu perlu 

adanlya manlajemenl SDM yanlg baik agar dapat menlinlgkatkanl kinlerja program. 

Ketidakmampuanl pelaksanla program inli disebabkanl karen la kebijakan l konlservasi enlergi 

merupakanl hal yanlg baru bagi mereka dimanla dalam melaksanlakanl program inli 

membutuhkanl kemampuanl yanlg khusus, palinlg tidak mereka harus menlguasai teknlik-teknlik 

kelistrikanl. Inlformasi merupakanl sumberdaya penltinlg bagi pelaksanlaanl kebijakanl. Ada dua 
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benltuk inlformasi yaitu inlformasi menlgenlai bagaimanla cara menlyelesaikanl 

kebijakanl/program serta bagi pelaksanla harus men lgetahui tinldakanl apa yanlg harus dilakukanl 

danl inlformasi tenltanlg data penldukunlg kepatuhan l kepada peraturanl pemerin ltah danl unldanlg-

unldanlg (Widodo, 2018). Kenlyataanl dilapan lganl bahwa tinlgkat pusat tidak tahu kebutuhanl 

yanlg diperlukanl para pelaksanla dilapanlganl. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Sumber Daya Manlusia terjadi ketimpanlgan l 

bahwa dimanla BKKBNL dalam beberapa waktu terakhir merekrut Penlyuluh KB jenljanlg 

Sarjanla. Semenltara kuota yanlg ABK nlya itu ditetapkanl Penlyuluh KB denlganl jenljanlg SMA 

padahal disitu jelas kosonlg, kecuali temanl-temanl penlyuluh KB yanlg anlgkatanl lama sekaranlg 

rata-rata 3c, 3d di pen lyelia kalaupunl toh ada yan lg dibawah itu biasanlya merupakan l mutasi 

anltar inlstanlsi, sehinlgga memanlg terjadi kekuranlganl yanlg luar biasa. 

Namun demikian terdapat hal yang mendukung diantaranya adalah Sumber Daya 

Anlggaranl kita selaku SDM nlya bisa dianlggap lebih diunltunlgkanl denlganl adanlya tunljanlganl 

kinlerja yanlg dikala tahunl 2018 kita jauh lebih besar dibanldinlgkanl Pegawai Daerah, tetapi 

unltuk kegiatanl terutama program tetap ada sinlergi sumber penldanlaanl dari APBD maupunl 

APBNL. Menlurut saya justru kegiatanl lebih banlyak karenla ada 2 bahkanl 3 sumber 

penlganlggaranl unltuk support kegiatanl. 

C. Disposisi 

Salah satu faktor yanlg mempenlgaruhi efektifitas implemenltasi kebijakanl adalah sikap 

implemenltor. Jika implemetor setuju denlganl bagianl-bagianl isi dari kebijakanl maka mereka 

akanl melaksanlakanl denlganl senlanlg hati tetapi jika panldanlganl mereka berbeda denlganl 

pembuat kebijakan l maka proses implemenltasi akanl menlgalami banlyak masalah (Febriana, 

2017). Ada tiga benltuk sikap/responl implemen ltor terhadap kebijakanl ; kesadaranl pelaksanla, 

petunljuk/arahanl pelaksanla unltuk meresponl program kearah penlerimaan l atau penlolakanl, dan l 

inltenlsitas dari responl tersebut (Leo, 2022).  

Para pelaksanla munlgkinl memahami maksud danl sasaranl program n lamunl serinlgkali 

menlgalami kegagalan l dalam melaksanlakanl program secara tepat karenla mereka menlolak 

tujuanl yanlg ada didalamnlya sehinlgga secara sembunlyi menlgalihkanl danl menlghinldari 

implemenltasi program. Disampinlg itu dukunlgan l para pejabat pelaksanla san lgat dibutuhkan l 

dalam menlcapai sasaranl program. Dukunlgan l dari pimpinlanl sanlgat mempenlgaruhi 
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pelaksanlaanl program dapat menlcapai tujuanl secara efektif danl efisienl. Wujud dari dukunlganl 

pimpinlanl inli adalah Menlempatkanl kebijakanl menljadi prioritas program, penlempatanl 

pelaksanla denlganl oranlg-oranlg yanlg menldukun lg program, memperhatikan l keseimbanlganl 

daerah, agama, suku, jenlis kelaminl danl karakteristik demografi yanlg lain l. Disampinlg itu 

penlyediaan l danla yanlg cukup gunla memberikanl inlsenltif bagi para pelaksan la program agar 

mereka men ldukunlg danl bekerja secara total dalam melaksanlakanl kebijakan l/program. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Koordinlator lapan lganl cenlderunlg 

dilema dalam menlyikapi kebijakanl yanlg diturun lkanl kadanlgkala justru dibenlturkanl den lganl 

realita dilapanlganl, misaln lya: kebijakan l anltar kecamatan l berbeda karen la an ltara kecamatan l 

yanlg satu den lganl lain lnlya tidak sama. Alan lgkah baikn lya memanlg suatu kebijakan l atau 

program diberikanl kejelasan l payunlg hukumn lya agar tidak ada lagi alasan l kecamatan l unltuk 

menlolak program pemerin ltah yanlg ditun lkanl melalui kami Penlyuluh KB. Dimenlsi disposisi 

tupoksi adalah hal yanlg wajar jika ada titipan l, conltohn lya di din las kita P2KBP3A ada 

Pemberdayaan l Perempuan l, Perlin ldunlganl Anlak jelas tupoksi semakin l banlyak, cara 

menlgatasin lya bisa tidak bisa ya keteteran l tetapi tetap diselesaikan l tidak men lgenlal waktu. 

Sementara itu, dari sisi pendukung dari Disposisi tupoksi dimenlsi Inlsenltif, karenla 

penlyuluh KB menljadi tumpuanl kita menldahalukanl pertama yanlg memberikanl tugas sesuai 

urutanl kecuali jika ada tugas yanlg hari inli harus selesai ya sudah harus menlyesuaikanl  

inlsenltifitasnlya selama inli kita dapat tugas dari pusat lan lgsunlg kita kerjakanl, sedan lgkanl tugas yanlg 

dari pemda dalam hal inli tugas dari Bupati sesuai den lganl tupoksi kita jika tidak menlyalahi aturanl 

maka kita jalanlkanl. Selama inli sudah berjalanl denlganl baik. 

D. Struktur Birokrasi 

Membahas badanl pelaksanla suatu kebijakan l, tidak dapat dilepaskanl dari struktur 

birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, nlorma-nlorma, danl pola-pola hubunlgan l 

yanlg terjadi berulanlg-ulanlg dalam badanl-badanl eksekutif yanlg mempunlyai hubunlganl baik 

potenlsial maupunl nlyata denlganl apa yanlg mereka miliki dalam menljalanlkan l kebijakanl (Van 

Meter & Van Horn, 1975) menlunljukkanl beberapa unlsur yanlg munlgkinl berpenlgaruh terhadap 

suatu organlisasi dalam implemenltasi kebijakanl, yaitu: 

a. Kompetenlsi dan l ukuranl staf suatu badanl; 
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b. Tinlgkat penlgawasanl hirarkhis terhadap keputusanl-keputusanl sub unlit danl proses-

proses dalam badanl pelaksanla; 

c. Sumber-sumber politik suatu organlisasi (misalnlya dukunlganl di anltara anlggota 

legislatif danl eksekutif); 

d. Vitalitas suatu organlisasi; 

e. Tinlgkat komunlikasi “terbuka”, yaitu jarin lganl kerja komunlikasi horizonltal maupunl 

vertikal secara bebas serta tinlgkat kebebasanl yanlg secara relatif tinlggi dalam 

komunlikasi den lganl inldividu-inldividu di luar organlisasi; 

f. Kaitanl formal danl inlformal suatu badan l denlganl badanl pembuat keputusanl atau 

pelaksanla keputusanl. 

Bila sumberdaya cukup unltuk melaksanlakanl suatu kebijakanl danl para implemenltor 

menlgetahui apa yanlg harus dilakukanl, implemen ltasi masih gagal apabila struktur birokrasi 

yanlg ada menlghalan lgi koordinlasi yanlg diperlukanl dalam melaksanlakanl kebijakanl. 

Kebijakanl yanlg komplek membutuhkanl kerjasama banlyak oranlg, serta pemborosan l 

sumberdaya akanl mempenlgaruhi hasil implemenltasi. Perubahanl yanlg dilakukanl tenltunlya 

akanl mempenlgaruhi in ldividu danl secara umum akanl mempenlgaruhi sistem dalam birokrasi. 
 

KESIMPULAN  

Implemen ltasi Peraturan l Kepala BKNL NLo 6 Tahun l 2016 di Kabupaten l Kediri telah 

berjalanl cukup baik meskipun l terdapat hal-hal yan lg menljadi faktor pen lghambat dan l 

penldukunlg. Adapun faktor yang mendukung diantaraya pola koordinasi dan komunikasi 

yang ditinjau dari dimensi konsistensi serta Sumberdaya manusia dan sumberdaya peralatan. 

Sementara itu hal yang menjadi penghambat diantaranya adalah Disposisi Tupoksi ditin ljau 

dari penlganlgkatan l birokrasi serta Struktur Birokrasi ditin ljau dari Fragmen ltasi dan l Stanldar 

Operasion lal Prosedur (SOP). 
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